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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor perekonomian Indonesia memainkan peran penting dalam 

perekonomian negara, menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi 

dan penyedia lapangan pekerjaan. Sebagian besar pelaku usaha berkontribusi 

signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih 

dari 97% tenaga kerja di sektor non-pertanian, yang mana sektor ini berkontribusi 

sekitar 60% terhadap PDB Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM Republik 

Indonesia, 2020). 

Meskipun begitu, perekonomian di Indonesia masih menghadapi tantangan 

dalam hal kepatuhan pajak, khususnya terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). Ketidakpatuhan dalam penyetoran dan pelaporan PPN oleh Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) sering kali menjadi masalah yang menghambat optimalisasi 

penerimaan negara. Banyak pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan 

mereka dengan baik. Masalah ini muncul karena kurangnya pemahaman tentang 

kewajiban perpajakan, serta keterbatasan dalam mengakses informasi yang tepat 

mengenai prosedur pelaporan dan penyetoran pajak (Dewi & Rahmanita, 2023). 

Hal ini semakin memperburuk keadaan karena PPN merupakan salah satu sumber 

pendapatan negara yang penting. Meskipun kewajiban perpajakan sudah diatur 

dengan jelas, banyak PKP yang tidak melaporkan atau menyetorkan PPN sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara 

potensi penerimaan negara dan kontribusi yang seharusnya diterima. 

Dalam mengatasi ketidakpatuhan penyetoran dan pelaporan PPN yang 

terjadi, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki peran dalam melakukan 

pengawasan yang efektif terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai lembaga 

yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan, 

KPP perlu melakukan pengawasan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa 

setiap PKP yang terdaftar menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Dalam menjalankan tugas pengawasannya, KPP memiliki landasan pada 

pedoman yang tertuang dalam SE-05/PJ/2022. Surat edaran ini memberikan 
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panduan teknis tentang prosedur pengawasan yang harus dilakukan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) dalam memastikan setiap PKP melaksanakan kewajiban 

perpajakan mereka dengan baik dan benar. 

Dalam pengawasan itu sendiri, Account Representative (AR) memegang 

peran utama dalam memastikan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam 

penyetoran dan pelaporan PPN. AR memiliki tanggung jawab dalam membina, 

mengawasi, dan memantau kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan mereka. Selain itu, AR juga bertugas mengidentifikasi wajib pajak yang 

memerlukan pengawasan lebih lanjut guna memastikan kepatuhan mereka terhadap 

ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 45/PMK.01/2021 tentang Account Representative pada Kantor 

Pelayanan Pajak. Untuk mendukung efektivitas pengawasan, AR memiliki peran 

dalam mengidentifikasi wajib pajak yang memerlukan perhatian lebih lanjut guna 

memastikan kepatuhan mereka terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. AR 

juga turut mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam penyetoran dan pelaporan PPN 

untuk memastikan kontribusi pajak yang optimal bagi negara. 

Sebagai bagian dari pengawasan lebih lanjut, AR menerapkan prosedur 

penegakan hukum terhadap PKP yang terbukti melanggar kewajibannya. 

Penegakan ini mencakup pemberian surat teguran, pemeriksaan lebih lanjut, hingga 

tindakan administrasi atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pengawasan yang dilakukan oleh AR dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan 

PKP terhadap pajak yang mereka bayar. Dengan pengawasan yang lebih cermat dan 

sistematis, AR dapat mengurangi ketidakpatuhan dalam pelaporan dan penyetoran 

PPN, serta memastikan optimalisasi penerimaan negara. 

Sebagai langkah penting dalam upaya pengoptimalan penerimaan negara, 

laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami prosedur pengawasan 

penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan di KPP 

Pratama Palembang Ilir Barat. Laporan ini berfokus pada tahapan-tahapan 

pengawasan yang dilakukan oleh KPP, mulai dari identifikasi Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) yang perlu diawasi, penyaringan data menggunakan aplikasi 

perpajakan, verifikasi SPT dan bukti penyetoran, hingga penegakan hukum berupa 

teguran dan sanksi bagi PKP yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh 
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karena itu, laporan ini diberi judul “Prosedur Pengawasan Penyetoran dan 

Pelaporan PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir 

Barat” untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai prosedural 

pengawasan PPN yang diterapkan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat, serta 

langkah-langkah yang diambil dalam meningkatkan kepatuhan pajak. 

 

1.2 Fokus Pengamatan 

Fokus pengamatan akan meninjau bagaimana KPP menerapkan langkah- 

langkah pengawasan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam SE-05/PJ/2022, 

termasuk dalam menangani ketidakpatuhan PKP, seperti yang tidak melaporkan, 

tidak membayar, atau yang melaporkan dengan angka nihil. 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan laporan akhir dengan judul "Prosedur Pengawasan 

Penyetoran dan Pelaporan PPN terhadap Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama 

Palembang Ilir Barat" adalah sebagai berikut: 

1. Menjelaskan prosedur pengawasan penyetoran dan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang 

diterapkan di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. 

2. Memberikan gambaran mengenai tahapan pengawasan yang dilakukan oleh 

KPP dalam memastikan kepatuhan PKP dalam pelaporan dan penyetoran 

PPN, mulai dari identifikasi PKP hingga langkah penegakan hukum 

terhadap ketidakpatuhan. 

3. Mendokumentasikan prosedur pengawasan yang dijalankan, termasuk 

proses penyaringan data PKP, serta tindak lanjut yang diambil untuk 

mengatasi ketidakpatuhan dalam penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP 

yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. 
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1.4 Manfaat Penulisan 

1.4.1 Bagi Penulis 

Penulisan laporan ini memberikan penulis kesempatan untuk mempelajari 

dan memahami lebih dalam tentang prosedur pengawasan penyetoran dan 

pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Melalui pengalaman langsung dalam penulisan ini, penulis tidak hanya mengasah 

pemahaman teoritis mengenai pengawasan perpajakan, tetapi juga mendapatkan 

wawasan terkait tantangan yang dihadapi dalam proses pengawasan serta alur kerja 

administratif yang berlaku di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Penulisan laporan 

ini menjadi bekal bagi penulis dalam menghadapi situasi praktis di dunia kerja, 

khususnya dalam bidang perpajakan 

 

1.4.2 Bagi KPP Pratama Ilir Barat Palembang 

Laporan ini memberikan manfaat bagi KPP Pratama Ilir Barat Palembang 

dengan menyediakan dokumentasi yang lebih terstruktur mengenai prosedur 

pengawasan PPN di sektor perdagangan. Dengan laporan ini, KPP dapat 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait tantangan dan efektivitas 

pengawasan yang telah dilakukan, serta sebagai bahan evaluasi untuk 

meningkatkan kinerja pengawasan pajak yang lebih baik di masa mendatang. Hal 

ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk memperbaiki prosedur dan 

kebijakan dalam pengawasan PPN yang lebih efisien dan akurat. 

 

1.4.3 Bagi Program D3 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya 

Laporan ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi mahasiswa 

dan dosen di Program D3 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dalam 

mempelajari dan memahami praktik pengawasan perpajakan di lapangan. Selain 

itu, laporan ini dapat memberikan wawasan tentang tantangan dan solusi yang 

dihadapi dalam pengawasan penyetoran dan pelaporan PPN, yang dapat digunakan 

untuk memperkaya materi pembelajaran. Laporan ini juga dapat menjadi bahan 

evaluasi dan pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia 

kerja, khususnya di bidang perpajakan 
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